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PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN

kontribusi

SWASTA

MASYARAKAT
PEMDA

SASARAN & TARGET 
PEMBANGUNAN 

NASIONAL

Provinsi Kabupaten
/Kota

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN 
TIDAK HANYA KONTRIBUSI K/L DAN PEMDA



PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PELAKSANAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DISERAHKN KE DAERAH SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN 

NASIONAL, BERDASARKAN PASAL 258 UU NO. 23 TAHUN 2014

TARGET 
PEMBANGUNAN NASIONAL

sinkronisasi dan harmonisasi 
koordinasi teknis dikoordinasikan 

oleh Mendagri dengan Menteri 
Bidang Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET 
PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan 
dilaksanakan oleh GUBERNUR 

sebagai wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

Peningkatan & 
Pemerataan 

Kesempatan Kerja

Peningkatan & 
Pemerataan 

Lapangan 
Berusaha

Peningkatan & 
Pemerataan 

Akses dan Kualitas 
Pelayanan Publik

Peningkatan & 
Pemerataan 
Daya Saing 

Daerah

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan & 
Pemerataan 
Pendapatan 
Masyarakat

kontribusikontribusi
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PEMBANGUNAN DAERAH
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ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

BERDASARKAN UU NO. 59 TAHUN 2024 TENTANG RPJPN TAHUN 2025-2045 (DITETAPKAN TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024)

Visi Indonesia Emas 2045:

 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Sumber: Kemendagri Diolah pada 11 Maret 2025

RKPD di Daerah harus disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJPN 

secara berjenjang melalui RPJMN dan RPJMD. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung 

pencapaian visi pembangunan nasional yang berkelanjutan, efisien, dan terpadu.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
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KINERJA ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Arah & Tahapan 
Pembangunan 

Daerah

I 
(5)

II 
(10)

III 
(15)

IV 
20)

Sasaran, program 
dan kerangka 

pendanaan
I II III IV V

Program dan 
kegiatan 

Pembangunan 
Daerah

1 2 3 .... 12

Sasaran,  
program dan 
kegiatan PD

I II III IV V

Program dan 
keg Pemb 

Daerah
1 2 3 .... 12

RPJPD
(arah kebijakan dan 

sasaran pokok)

RPJMD
(Pencapaian Target 

Tujuan dan 
Sasaran)

RKPD
(Pencapaian Target 

Tujuan dan 
Sasarann RPJMD 

sesuai Tahun 
Rencana)

Renstra PD
(Pencapaian 

Terget Tujuan 
dan Sasaran) 

Renja PD
(Pencapaian 

Target Tujuan 
dan Sasarann 
Renstra sesuai 

Tahun Rencana)

Sasaran pokok RPJPD 
ditandai dgn target 

indikator makro

DITURUNKAN

DITURUNKAN

DIJABARKAN

DIJABARKAN



KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMD PASCA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

RPJMD  Tahun 

2025-2029
*Perkuatan Fondasi 

Transformasi Daerah

RPJPN Tahun 2025-2045

Perpres No. 12 

Tahun 2025 

Tentang 

RPJMN Tahun 

2025-2029 
(Ditetapkan 10 Februari 2025) 

Perkuatan Fondasi 

Transformasi 

Visi Misi Presiden dan 

Wakil Presiden Terpilih

RPJPD  Tahun 2025-2045

Visi Misi KDH dan 

Wakil KDH Terpilih

RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN

Tahap I

2025-2029

Tahap II

2030-2034

Tahap III

2035-2039
Tahap IV

2040-2045

RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD

Tahap I

2025-2029

Tahap II

2030-2034

Tahap III

2035-2039
Tahap IV

2040-2045

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Ditetapkan pada tanggal 30 

September 2014) Pasal 264

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b 

ditetapkan dengan Perda.

(2) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih

dilantik.

• UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Ditetapkan pada tanggal 

13 September 2024) Pasal 10 

(1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

(2) Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional.

• Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah (Ditetapkan pada tanggal 18 September 2017)

Pasal 47

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, 

dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

6

Dukungan Pencapaian 

Target Nasional

Pedoman

Penysunan 

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan RPJMD dan 

Renstra PD Tahun 2025-2029
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INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025
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Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan RPJMD dan 

Renstra PD Tahun 2025-2029

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi :
• Penjelasan tahapan penyusunan ;
• Penjelasan tata cara ;
• Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ;
• Jadwal & Timeline ; dan
• Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya 

(Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll)

Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan

RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan

periodesasinya

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan

manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem
dinamik.
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TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJMD

8
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Persiapan Penyusunan (dilaksanakan sebelum 
tahapan dimulai)

Persiapan Penyusunan RPJMD 

Pembahasan Visi dan Misi Secara Teknokratik

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal dan 
Penyekatan Awal RPJMD

Penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD

Konsultasi Ranwal RPJMD kepada 
Mendagri*/Gubernur*

Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD 

Musrenbang Rancangan RPJMD

Perumusan Rankhir RPJMD

Evaluasi Ranperda RPJMD kepada 
Mendagri/Gubernur

Penyampaian RanPerda RPJMD ke DPRD

Pembahasan Ranperda RPJMD

Penetapan Perda RPJMD 

1. Pendahuluan 
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Umum Keuangan Daerah
4. Permasalahan dan Isu Strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah
7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat 

Daerah
8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan 
9. Penutup. 

Sistematika RPJMD sesuai PMDN 86/2017

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Daerah;
3. Visi, misi, dan Program Prioritas 

Pembangunan Daerah;
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
5. Penutup. 

Sistematika RPJMD sesuai dengan Rancangan Pedoman

5 Bab

9 Bab
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PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJPD DAN RPJMN

9

Pemerintah Daerah melakukan 
dukungan terhadap pencapaian 
prioritas nasional (PN), proyek 
prioritas (ProP)/proyek strategis 
dan/atau highlight arah kebijakan 
kewilayahan.

Substansi Penyelarasan

Periodisasi Strategi dan arah kebijakan 

berpedoman dengan Arah 

Pembangunan kewilayahan 

RPJMN 

IUP RPJPD dan RPJMN

merupakan bagian dari

Indikator Kinerja Daerah

Indikator makro

berpedoman pada

penargetan Indikator

Makro per Provinsi

Penyelarasan dapat dilakukan melalui Musrenbang RPJMD

Proses Penyelarasan

Tim penyusun RPJMD, melakukan analisa penyelarasan dalam rangka 

mendukung Asta Cita, dengan beberapa hal pertimbangan:

Ruang Lingkup/Aspek

Program perangkat daerah mendukung

pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas

utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh tujuh)

proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN

Tahun 2025-2029.

Sasaran Penyelarasan

Program perangkat daerah mendukung

pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas

utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh

tujuh) proyek strategis nasional

Indikator makro RPJMD dengan indikator makro 

sebagai sasaran utama pembangunan per 

provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan 

(Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029

&
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RPJMD TAHUN 2025-2029 DAN RKPD 2026

10



1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa 

perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, 

terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. RKPD 

merupakan salah satu dokumen penting dalam siklus 

perencanaan tersebut.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

khususnya Pasal 263 ayat (4), yang menyebutkan bahwa RKPD 

disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk 

menjabarkan RPJMD.

3. Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang mengatur secara 

teknis tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan 

evaluasi RKPD. Permendagri ini mewajibkan sinkronisasi RKPD 

dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan 

provinsi.

1 2 3

11

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

11

Urgensi Penyusunan RKPD Daerah

1. Penyusunan RKPD sangat penting karena merupakan

dokumen perencanaan tahunan daerah yang

menjabarkan RPJMD ke dalam rencana program dan

kegiatan prioritas beserta pagu indikatif

anggarannya. 

2. RKPD menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga 

berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan jangka 

menengah (RPJMD) dan penganggaran tahunan. Urgensinya 

terletak pada kemampuannya mengarahkan sumber daya secara 

tepat sasaran, menjamin konsistensi perencanaan dan 

penganggaran, serta memastikan program pembangunan daerah 

selaras dengan prioritas nasional, provinsi, dan kebutuhan 

masyarakat lokal. 

3. Tanpa RKPD yang tersusun baik, pelaksanaan

pembangunan daerah akan kehilangan fokus, rentan 

tumpang tindih antar program, dan sulit mengukur kinerja serta 

capaian pembangunan secara akurat.



SUMMARY DESK URUSAN 
RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025

RINGKASAN HASIL

• Dukungan masing-masing urusan pemerintahan daerah terhadap 8 
Asta Cita yang menjadi prioritas nasional melalui penentuan 35 
Outcome Prioritas, 186 indikator outcome prioritas  pada masing-
masing urusan. 

• Terdapat 62 Program dan dan 265 Subkegiatan (Provinsi 145 
Subkegiatan dan Kab/Kota 120 Subkegiatan) yang telah ditentukan 
dan dibahas oleh pemerintah pusat (Kemendagri/Bappenas/K/L) 
dengan masing masing Provinsi pada desk urusan dalam mendukung 
pencapaian 35 Outcome Prioritas dan 8 Asta Cita. 

• Total dukungan subkegiatan terhadap outcome prioritas dan asta 
cita dari seluruh pemerintah Provinsi yaitu 145 subkegiatan dengan 

total pagu indikatif Ranwal RKPD 2026 sebesar Rp 389.569.471.114.270 
,-

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rakortekrentang antara Kemendagri/Bappenas/K/L dan Pemerintah 

Daerah dalam Desk Urusan Rakortekrenbang Tahun 2025 antaralain sebagai berikut:

12
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YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

13

2

1 4

3
Dokumen perencanaan 

yang dipedomani

Regulasi terbaru

Isu-isu strategis

Hasil rakortekrenbang

5

Hasil pengendalian dan evaluasiPokir DPRD

6
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TEMA/ISU NASIONAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

14

Penguatan SDM, 
Pendidikan, Kesehatan

Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG)

Pencegahan Stunting 
dan Kemiskinan Ekstrem

Pengendalian 
Inflasi di Daerah

Peningkatan 
Pertumbuhan Ekonomi

Dukungan 
Swasembada Pangan

Pengembangan UMKM



Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia 

• Secara internasional, kemiskinan esktrem adalah 

masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari 

U$ 1,9 PPP (purchasing power parities). 

• Pada tahun 2023, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 11.924 per kapita 

per hari Rp.362.692 per kapita per bulan.

• Dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia memiliki 

4,78 orang anggota keluarga, maka Garis Kemiskinan

Ekstrem Nasional adalah sebesar Rp.1.733.667/rumah

tangga miskin/bulan.

2,14 2,04

1,12
0,83

2021 2022 2023 2024

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN EKSTREM NASIONAL

CATATAN:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

mengamanatkan target angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 0% pada tahun 2024.

2. Target ini lebih cepat 6 tahun dibandingkan target yang tertuang dalam Sustainability Development

Goals (SSDGs).

3. Angka kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2024 adalah sebesar 0,83% atau dikategorikan oleh

Bank Dunia sebagai near zero.

4. Jabar memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,46%, masih berada di bawah rata-rata

nasional sebesar 9,03%. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang perlu dihadapi dan dicarikan solusi 

dengan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang bersifat meningkatkan nilai tambah dan 

ditopang oleh sektor-sektor unggulan seperti jasa perdagangan, pertanian, dan pariwisata serta efektivitas 

program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH
PERSENTASE KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM NASIONAL PER-MARET 2024

15Sumber: Kemendagri Diolah pada 11 Maret 2025
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TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PROVINSI (AGUSTUS 2024)

• Pada Agustus 2024, dari 215,37 juta penduduk usia kerja, sebanyak 152,11 juta merupakan angkatan kerja, sehingga TPAK mencapai 70,63%.

Jumlah pengangguran sebesar 7,47 juta orang (4,91%) atau turun 0,39 juta dari Agustus 2023, dan sudah lebih rendah dari sebelum pandemi. 

Pekerja formal meningkat, terutama buruh/karyawan/pegawai. TPT tertinggi ada di Jawa Barat (6,75%), Banten (6,68%), dan Papua Barat Daya 

(6,48%), sedangkan terendah di Papua Pegunungan (1,32%), Bali (1,79%), dan Sulawesi Barat (2,68%).

• Jabar memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,75%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,32%. Angka ini menunjukkan kondisi 

ketenagakerjaan relatif belum memiliki lapangan kerja yang memadai dan menyerap tenaga kerja secara optimal, sehingga selanjutnya dapat terus 

ditingkatkan dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih inkusif dan merata, serta peningkatan kualitas SDM.

16Sumber:  BPS, Diolah pada 11 Maret 2025

PENINGKATAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN
TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA
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• Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi stunting

dibawah angka nasional. Tiga provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah 

Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%) dan Papua Pegunungan 

(37,3%).

• Jabar mencatat angka sebesar 21,7%, yang berada di atas rata-rata nasional

sebesar 21,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat stunting yang menjadi

tantangan di Jabar. Upaya percepatan penurunan stunting masih perlu diperkuat, 

terutama melalui intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.

Tren Stunting Indonesia 2013-2023

Berdasarkan hasil SKI 2023 rata-rata nasional mencatat prevalensi 
stunting sebesar 21,5% dan telah terjadi penurunan prevalensi stunting 
selama 10 tahun terakhir (2013-2023). Akan tetapi, progress ini belum 
dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi 
stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Target Nasional 

Prevalensi Stunting 

Pada Tahun 2029

11%
Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Kemenkes, 2024 (SKI 2023), diolah 11 Maret 2025

Prevalensi Stunting Tahun 2023 Menurut Provinsi

PENANGANAN STUNTING
PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA DAN PROVINSI DIY
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EKOSISTEM

INOVASI

SUMBER 

DAYA 

MANUSIA

LINGKUNGAN 

PENDUKUNG

UKURAN 

PASAR

KOMPONEN 

IDSD 2023

• 14 Provinsi mempunyai nilai daya saing diatas nasional yaitu > 3,44

poin. Jumlah ini menurun dibanding Tahun 2022 dimana terdapat 18 Provinsi yang 

melebihi rata-rata angka nasional. Selain itu masih terdapat ketimpangan nilai antar 

provinsi khususnya kelompok Provinsi di Pulau Jawa dengan kelompok Provinsi 

lainnya.

• Jabar berada pada skor 3,76 berada di atas rata-rata nasional

sebesar 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Jabar sudah lebih baik dari 

rata-rata nasional namun tetap dapat ditingkatkan, khususnya dalam aspek inovasi, 

infrastruktur, dan kualitas SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih 

kompetitif.

Indeks Daya Saing Daerah dapat memberikan gambaran umum terhadap
kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi sumber daya

secara optimal demi kesejahteraan masyarakatnya  

Sumber: BRIN, diolah 2024

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
NILAI DAYA SAING PER PROVINSI DI INDONESIA DAN PROVINSI DIY
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PEMBERITAAN TERKAIT KABUPATEN SUMEDANG
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1. Musrenbang RKPD 2026 harus menjadi titik awal penyelarasan dengan

RPJPN 2025–2045. Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan menjadikan 

Musrenbang RKPD tahun ini sebagai momen strategis untuk memastikan arah kebijakan dan 

program daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2. Tingkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor dan antar

tingkatan pemerintahan. Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum 

strategis untuk menyinergikan kebijakan dan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Seluruh perangkat daerah perlu aktif berkontribusi secara substantif.

3. Dorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah. Sumedang memiliki 

potensi strategis di berbagai bidang. RKPD 2026 harus mampu menangkap potensi ini dalam 

bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan.

4. Pastikan RKPD 2026 secara nyata mendukung dan berkontribusi terhadap

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN dan Proyek–Proyek Strategis Nasional

5. Siapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha melalui 

kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi

6. Fokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan public, tidak 

berdasarkan pemerataan antar OPD, atau alokasi anggaran sebelumnya

7. Pastikan setiap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan memiliki output

yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat

VI. SARAN DAN TINDAK LANJUT
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